
BUPATI BANYUMAS

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6

TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang  : a. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai
pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002
tentang Partai Politik telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor  5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik, yang mengatur sampai tahapan
teknis, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik ;



Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

2. Undang-Undang    Nomor   13   Tahun    1950     tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia  Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4801),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun

2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia  Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor  5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia  Nomor 4972);


